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Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Terbuka

Kamis, 22 September 2022

11.00 WIB s.d. Selesai

Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK 1V)

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Membahas Penyesuaian RKA K/L TA 2023 sesuai hasil
pembahasan Badan Anggaran DPR RI

G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR
RI/F-Gerindra) didampingi oleh Anggia Erma Rini,
MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)

Drs.

Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV

DPR RI)
A. 37 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:

1.

2.

3.

O

10.

Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M. (Menteri
Kelautan dan Perikanan);

Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Direktur
Jenderal Perikanan Tangkap);

Dr. TB Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc. (Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya);

. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H. (Direktur

Jenderal Pengelolaan Ruang Laut);

. Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. (Direktur

Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan);

.Dr. 1 Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc. (Kepala

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan
dan Perikanan);

.Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc. (Kepala Badan

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan);

. Ir. Teuku Nilwan, M.M. (PIt. Inspektur Jenderal);
. Sigit Muhartono, Direktur Utama PT Perikanan

Indonesia; dan
Arif Haendra, Direktur Utama PT Garam
(Persero).
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PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan,
membahas Penyesuaian RKA K/L TA 2023 sesuai hasil pembahasan
Badan Anggaran DPR RI, dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat,
G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) dan
rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Anggaran Belanja Kementerian Kelautan
dan Perikanan dalam APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil
pembahasan RUU APBN Tahun 2023 oleh Badan Anggaran DPR R,
sebesar Rp6.767.656.876.000,00 (enam triliun tujuh ratus enam puluh
tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh
enam ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon | sebagai berikut:

a.

Sekretariat Jenderal, sebesar Rp678.157.401.000,00 (enam ratus
tujuh puluh delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus
ribu rupiah);

Inspektorat Jenderal, sebesar Rp85.311.317.000,00 (delapan
puluh lima miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu
rupiah);

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sebesar
Rp955.652.399.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima miliar enam
ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu
rupiah);

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sebesar
Rp1.181.634.862.000,00 (satu triliun seratus delapan puluh satu
miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh
dua ribu rupiah);

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan, sebesar Rp1.151.263.731.000,00 (satu triliun seratus
lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga
puluh satu ribu rupiah);

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan, sebesar Rp388.500.000.000,00 (tiga ratus delapan
puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah);

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sebesar
Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah);
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan, sebesar Rp1.383.637.166.000,00 (satu triliun tiga ratus
delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus
enam puluh enam ribu rupiah); dan

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan, sebesar Rp523.500.000.000,00 (lima ratus dua puluh
tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan
Anggaran Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023
kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.
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2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan
untuk menaikkan anggaran operasional kapal pengawas dan
memberikan penghargaan kepada awak kapal pengawas sumber daya
kelautan perikanan yang berprestasi memberantas pelaku IUU Fishing
dan menggagalkan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) di
seluruh perairan Indonesia.

3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian
Keuangan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
mengembalikan Automatic Adjustment Tahun 2022 guna mendukung
operasional kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

[ll. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,
Ttd. Ttd.

Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M. G. Budisatrio Djiwandono
A-127




